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BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN,  PENYALURAN, PENGGUNAAN                             DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA                                                                 DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,
Menimbang	:	bahwa   untuk   melaksanakan  ketentuan  Pasal   12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah  terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2017 dalam Peraturan Bupati.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali  terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 No. 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
11. Peraturan Materi Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016, Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang  Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang  Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 2/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 12/A);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 63/A).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjut singkatnya di RKPDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan  Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di Tranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi. 
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang di tentukan oleh menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang di tentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang di tetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa  yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.  
18. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan lokal berskala desa adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
20. Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
21. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan perilaku, kemampuan kesadaran, serta meningkatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat.

Pasal 3
(1) Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun dimaksudkan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata berkeadilan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat.
(2) Dana Desa mempunyai tujuan :
a.	Meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa;
b.	Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan di desa dalam proses penyaluran aspirasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan serta memberdayakan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan;
c.	Meningkatkan partisipasi, peran serta dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan;
d.	Mendorong kegiatan usaha ekonomi produktif;
e.	Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengembangan kegiatan ekonomi.
BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
DAN PENETAPAN DANA DESA

Pasal 4

(1) Perhitungan Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
a. Alokasi dasar; dan
b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setempat.
(2) Rincian perhitungan berdasarkan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa. Besaran Alokasi Dasar setiap desa dihitung dengan cara mengalikan jumlah Desa di kabupaten dengan Alokasi Dasar;
(3) Rincian perhitungan berdasarkan alokasi formula setiap desa   dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Desa yang diperoleh Kabupaten dengan bobot sebagai berikut :
a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan desa;
c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah desa; dan
d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
(4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
(5) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

W = {(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)} x (DD Kab. – AD Kab.)
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	Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa
rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total   penduduk Desa Kabupaten
rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
rasio luas wilayah Desa setiap kabupaten/kota terhadap luas wilayah Desa Kabupaten
rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa
pagu Dana Desa Kabupaten
besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan   jumlah Desa dalam Kabupaten



(6) Data jumlah penduduk Desa, angka Kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, bersumber dari kementrian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
(7) IKG setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh Bupati dalam Keputusan Bupati berdasarakan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5
Penetapan rincian Dana Desa yang diperoleh setiap Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB IV
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA
Pasal 6

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Tahap I, dilaksanakan bulan Maret sebesar 60 % (empat puluh perseratus);
b. Tahap II, dilaksanakan bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh perseratus); 
(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di RKUD.

Pasal 7
(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan  oleh Bupati.
(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
b. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berjalan yang telah dievaluasi oleh Camat;
c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya; dan
d. Kwitansi bermaterai Rp 6.000.
(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
b. Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I tahun berjalan; dan
c. Kwitansi bermaterai Rp 6.000.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
(5) Camat memverifikasi persyaratan berkas pengajuan penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Camat mengajukan berkas penyaluran Dana Desa ke Badan dengan tembusan Dinas.
(7) Badan sebgaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 8

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desadan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(2) Prioritas penggunaaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa
Pasal 9
Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi:
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi antara lain : jalan dan  jembatan;
b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan antara lain : sanitasi lingkungan, jambanisasi dan balai pengobatan;
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat dan bangunan PAUD;
d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan antara lain: bendungan berskala kecil, embung desa dan irigasi desa;
e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan antara lain pasar desa
f. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata;
g. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG);
h. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain: plengsengan sungai;
i. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya;
j. Pembangunan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 10
Prioritas penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat antara lain: 
a. Kegiatan posyandu balita antara lain penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita;
b. Taman posyandu;
c. Posyandu remaja;
d. Posyandu Lansia antara lain pengobatan untuk lansia;
e. Operasional pokjanal posyandu desa;
f. Gerakan Sayang Ibu antara lain perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui, fasilitasi keluarga berencana;
g. Bantuan insentif guru Play Grup;
h. Bantuan insentif guru Taman Pendidikan Al-Qur’an;
i. Penyelenggaraan kegiatan seni budaya;
j. Pengembangan usaha BUMDesa/ BUMDesa Bersama;
k. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat kegiatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
l. Posko sambung rasa antara lain penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marjinal;
m. Kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK Desa antara lain:
1) Kesekretariatan, 
2) Pokja I, kegiatan qosidah rebana;
3) Pokja II, pelatihan bina keluarga balita, penambahan modal UP2K;
4) Pokja III, pengembangan produk unggulan dan pengolahan produk unggulan kawasan;
5) Pokja IV, operasional posbindu, pemantauan jentik dan gerakan kabupaten olah raga dan kabupaten sehat.
n. Penguatan kapasitas Karang Taruna;
o. Pengembangan kelompok dasa wisma;
p. Penguatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat;
q. Pelatihan paralegal, pengembangan unit pengaduan di desa, penyelesaian masalah secara mandiri di desa;
r. Pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa antara lain operasional LINMAS, LPMD, BKM/LKM lokasi kotaku;
s. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
t. Program kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah  Desa. 

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

Pengelolaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
(2) Setiap Pengeluaran belanja penggunaan Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

BAB VII

PELAPORAN
Pasal 13

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Dinas.
(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
b. Laporan realisasi pengunaan Dana Desa tahap I.
(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.`

(4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
(5) Laporan realisasi pengunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi pengunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 14

(1) Pembinaan Penggunaan Dana Desa di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas.
(2) Pembinaan penggunaan Dana Desa di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.


BAB IX
PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA
[bookmark: _GoBack]Pasal 15
(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa Tahap I, dalam hal:
a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
b. Terdapat SILPA Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnyalebih dari 30% (tiga puluh perseratus);
c. Terdapat usulan dari Inspektorat.
(2) Penundaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun Anggaran berjalan sebesar SILPA Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
(3) Dalam hal SILPA Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan di salurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SILPA Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SILPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
(5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan SILPA Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.

Pasal 16

(1) Bupati menunda penyaluran tahap I Dana Desa, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
(2) Bupati menunda pencairan tahap ke II Dana Desa, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);

Pasal 17
(1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (6) oleh Bupati.
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November Tahun Anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(3) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB X
PEMOTONGAN PENYALURAN DANA DESA
Pasal 18

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat (1), Desa masih memiliki SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) Kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Untuk Tahun Anggaran 2017 IKG Desa dalam formula perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Bupati mengacu pada lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengelokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal  23 Maret 2017
BUPATI JOMBANG,

               ttd.

                                                                  NYONO SUHARLI WIHANDOKO
Diundangkan di Jombang
pada tanggal 23 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN JOMBANG,

              ttd.
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